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ABSTRAK

Aisyah Mawar Fajaria (11722018), “Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas
di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak”. Fakultas Syariah Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pontianak, 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Praktik lelang barang jaminan
gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak. 2) Perspektif
Fatwa No. 25/DSN-MUI/II1/2002 terhadap praktik pelaksanaan lelang barang
jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan
normatif empiris. Teknik penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Sumber yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat menyimpulkan bahwa: 1)
Praktik lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad
Yani Pontianak bahwa ketika nasabah tidak melunasi pinjaman uang atau nasabah
dan tidak ada itikad baik untuk memperpanjang masa gadai kepada pihak Pegadaian
Syariah, maka solusi terakhir yang digunakan ialah melelang barang jaminan gadai
milik nasabah, untuk membayar hutang kepada pihak Pegadaian Syariah atas
pinjaman uang yang diberikan kepada nasabah. Sebelum tanggal jatuh tempo masa
gadai pihak Pegadaian Syariah itu akan memberitahukan kepada nasabah dengan
cara menghubungi atau mengirim pesan melalui SMS atau WA. 2). Pelaksanaan
dalam pelelangan barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad
Yani Pontianak telah sesuai dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/111/20202
sebagaimana dijelaskan di butir ke 5 disebutkan bahwa “ Apabila jatuh tempo,
murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melinasi hutannya. Apabila
rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi
melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi
hutang biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya
menjadi kewajiban rahin.”. Dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/I11/2002 tentang gadai
emas itu diperbolehkan berdasarkan pada prinsip gadai yang ada di Fatwa No.
25/DSN-MUI/111/2002.

Kata Kunci: Lelang, Barang Jaminan, Gadai, Fatwa DSN-MUI
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ABSTRACT

Aisyah Mawar Fajaria (11722018), "Practice of Auction of Gold Pawn Guaranteed
Goods at Sharia Pawnshop Ahmad Yani Branch Pontianak"”. Sharia Faculty of
Islamic Law Study Program (Muamalah) Pontianak State Islamic Institute (IAIN),
2022.

The purpose of this study was to find out: 1) The practice of auctioning gold pawned
collateral at the Sharia Pawnshop Ahmad Yani Branch Pontianak. 2) Fatwa
Perspective No. 25/DSN-MUI/111/2002 on the practice of auctioning gold pawned
goods at the Ahmad Yani Pawnshop Syariah Branch Pontianak.

This research includes field research that uses an empirical normative approach.
The research technique uses a descriptive qualitative approach. Sources used by
researchers using primary data and secondary data. The techniques used to collect
data are observation, interview, and documentation techniques.

Based on the research conducted by the researcher, it can be concluded that: 1) The
practice of auctioning gold pawning collateral at the Ahmad Yani Pawnshop Branch
Pontianak is that when the customer does not pay off the money or customer loan
and there is no good faith to extend the pawn period to the Sharia Pawnshop, then
the solution The last method used is to auction off the mortgage collateral belonging
to the customer, to pay the debt to the Sharia Pawnshop for the loan of money given
to the customer. Before the due date of the pawn, the Sharia Pawnshop will notify
the customer by contacting or sending a message via SMS or WA. 2). The
implementation in the auction of gold pawn collateral at the Ahmad Yani Branch
Pawnshop Syariah Pontianak has been in accordance with Fatwa No. 25/DSN-
MUI/III/20202 as explained in point 5 it is stated that “When it is due, the murtahin
must warn the rahin to immediately clear the forest. If rahin still does not pay off
her debt, then marhun is forced to sell/execute through an auction according to
sharia. The proceeds from the sale of marhun are used to pay off unpaid
maintenance and storage costs and selling costs. The excess of the sale proceeds
belongs to the rahin and the deficiency becomes the rahin's obligation.”. And Fatwa
No. 26/DSN-MUI/111/2002 concerning gold pawning is allowed based on the
principle of pawning in Fatwa No. 25/DSN-MUI/111/2002. then marhun is sold
forcibly/executed through an auction according to sharia. The proceeds from the
sale of marhun are used to pay off unpaid maintenance and storage costs and selling
costs. The excess of the sale proceeds belongs to rahin and the deficiency becomes
rahin's obligation.". And Fatwa No. 26/DSN-MUI/I11/2002 concerning gold
pawning is allowed based on the principle of pawning in Fatwa No. 25/DSN-
MUI/111/2002. then marhun is sold forcibly/executed through an auction according
to sharia. The proceeds from the sale of marhun are used to pay off unpaid
maintenance and storage costs and selling costs. The excess of the sale proceeds
belongs to rahin and the deficiency becomes rahin's obligation.". And Fatwa No.
26/DSN-MUI/111/2002 concerning gold pawning is allowed based on the principle
of pawning in Fatwa No. 25/DSN-MUI/111/2002.

Keywords: Auction, Guaranteed Goods, Pawn, DSN-MUI Fatwa
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BAB I
PENDAHUUAN
A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah lepas dari hubungan
dengan manusia lain dari tindakan ekonomi. Dari tindakan ekonomi yang
menimbulkan perjanjian adalah kegiatan bermuamlah. Muamalah adalah
suatu interaksi manusia yang melibatkan syariat di dalamnya. Di dalam
kehidupan sehari-hari, manusia selalu mempergunakan akal dan pikiran
dalam setiap tindakan dan aktivitasnya mereka harus menggunakan akal
dan pikiran mereka agar dapat membedakan antara yang benar dan yang
salah (Chiruman Pasaribu, Suhrawardi K. lubis, 2004).

Uang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membeli
atau membyar berbagai macam keperluan. Untuk keperluan yang sangat
penting maka terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara meminjam
dari berbagai sumber dana yang ada. Untuk mengatasi kesulitan
kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa takut kehilangan barang-barang
berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barangnya kelembaga
tertentu. Maka alternatif terakhir yang dilakukan adalah menggadaikan
harta benta tersebut kepada perum pegadaian untuk memenuhi kebutuhan
tersebut.

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-

barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan



dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan
usaha gadai disebut perusahaan pegadaian.

Perusahaan pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya
lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum yang diperbolehkan
untuk melakukan pembiayaan dengan bentuk pelayanan kredit atas dasar
hukum gadai. Pegadaian Syariah Kkini hadir di Indonesia dalam bentuk
kerja sama dengan Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk
Unit Layanan Gadai Syariah. Pegadaian Syariah lahir karena adanya
tuntutan di luar komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki
proses pemberian yang berbau riba. Sehingga untuk menjawab semua itu
oleh Pemerintah dibentuklah Pegadaian Syariah yang dalam
pengamatannya hampir sama dengan proses lahirnya Pegadaian Syariah di
Indonesia.

Di Indonesia, pengaturan pelaksanaan rahn diatur pada Fatwa DSN-
MUI No. 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No.
26/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn Emas. Pedoman kewenangan Dewan
Syariah Nasional dapat dilihat dari pembentukan fatwa tersebut (Fatwa —
Laman 12 — DSN-MUI).

Perusahaan Umum (Perum) pegadaian dulunya disebut Perusahaan
Jasa Pegadaian, yang menawarkan jenis bantuan untuk kepentingan umum
sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan dan bertujuan untuk turut meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990



tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian
Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian serta PP No. 103 Tahun
2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menghindarkan
masyarakat dari gadai gelap praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainya.

Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
menyatakan “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang
berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang
memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada
orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang
barang tersebut yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah
barang itu digadaikan, biaya-biaya yang mana harus didahulukan”
(Buchari Alma dan Donni, 2009).

Apabila konsumen sudah tidak mampu untuk melunasi pinjaman
sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka Pegadaian
Syariah diperbolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan. Hal
ini sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu
sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya
(Zainuddin Ali, 2008b). Terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) Pasal 373 ayat (1) yang berbunyi: “Rukun akad rahn

terdiri dari: murtahin, rihin, marhun, marhun bih/utang, dan akad.



Kemudian ayat (2) yang berbunyi: “ Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga)
akad paralel, yaitu: gardh, rahn, dan ijarah “.

Pasal 374 yang berbunyi ‘“Para pihak yang melakukan akad rahn
harus memiliki kecakapan hukum®. Pasal 327 ayat (1) yang berbunyi
“Pihak mu 'ajir dapat melakukan penyelesaian akad ijarah Muntahiyah bi
Tamlik bagi musta jir yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai
tenggat waktu yang disepakati”.

Pasal 329 ayat (1) yang berbunyi “Apabila harga jual ma jur dalam
ijarah Muntahiyah bi Tamlik melebihi sisa utang, maka pihak mu ajir
harus mengembalikan sisanya kepada musta’jir”. Kemudian ayat (2) yang
berbunyi “Apabila harga jual ma jur dalam ijarah Muntahiyah bi Tamlik
lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh
musta jir* (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2017).

Dalam proses pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Jual
beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat
dengan hak dan kewajiban, sedangkan lelang dapat diartikan suatu cara
penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang menaik-naikan
secara terang-terangan, dan mengajukan penawaran yang tertinggi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli sistem lelang adalah
suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum)
yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik turun dengan cara

tertulis.



Lelang adalah siklus perdagangan di mana kesepakatan menawarkan
banyak hal dan pembeli menawar satu sama lain dengan biaya tertentu.
Namun, pada akhirnya pedagang menyimpulkan siapa yang memiliki opsi
untuk membeli dan menawarkan harga yang paling mahal. Sejak saat itu,
perjanjian ditandai dan pembeli mendapatkan produk dari pedagang.
Dalam kitab-kitab, hadits dan figh, lelang dengan berdagang biasanya
disebut dengan "bai'al-muzayyadah” (tambahan) (Aiyub Ahmad, 2004).

Dalam Islam dan peraturannya, lelang dapat dilakukan dan
diperbolehkan (mubah). Sesuai dengan kesepakatan para ulama, Ibnu
Abdil Barr berkata “Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada
orang yang menambah harga”. demikianlah menurut kesepakatan ulama.
Dalam aktifitas dan transaksi bisnis kontemporer baik yang dilakukan
maupun pemerintah, individu maupun pemerintah, individu maupun
lembaga sering dipakai cara lelang dalam penjualan barang atau jasa.
Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah
seperti manipulasi, persekutuan maupun permainan kotor lainnya.
Permasalahan lelang memang merupakan masalah yang mengatur segala
bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia. Menurut jumhur ulama
jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar-benar seperti yang terjadi
dimasa Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu
tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang
dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang, jual beli merupakan suatu

metode yang efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan pembeli.



Untuk mencapai apa yang benar-benar mereka perlukan. Dalam kerangka
kerja pembeli dan penjualan harus memiliki kerangka kerja administrasi
yang layak untuk dijalankan dan dijual secara lokal. Untuk menjamin
bahwa penjualan ini di atas kewajaran dan kejujuran. Pada kenyataannya,
ada faktor-faktor tidak yang sesuai, sehingga mekanisme penjualan tidak
berfungsi dengan baik. Sama halnya dengan pelelangan, berbagai macam
praktik untuk memperoleh keuntungan yang sah dalam lelang atau
penawaran yang dilarang oleh Nabi Muhammad atau dalam risywah
(suap), diatur sebagai penjual atau pembeli dengan menggunakan uang
atau barang lainnya. Selain itu, penawaran atau penjualan yang terjadi jika
tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sesuai undang-undang yang
diinginkan.

Sistem lelang dibagi menjadi dua, yaitu lelang terbuka dan lelang
tertutup. Lelang terbuka yakni pelelangan yang telah terlaksanakan dengan
pihak balai lelang. Lelang tertutup adalah penjualan di mana penawar
menyajikan biaya properti yang diminati dalam amplop rahasia. Dalam
sistem lelang tertutup, harga pemenang lelang tidak jelas, dan juara lelang
baru akan menyadari setelah sistem penawaran selesai dan hasilnya
dilaporkan.

Keunikan sistem lelang Perum Pegadaian Syariah bergantung pada
temuan bahwa barang yang dijaminankan akan dikumpulkan di satu
tempat. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk mengadakan pelelangan.

Barang-barang yang akan dilelang biasanya adalah barang-barang yang



dijanjikan atau gadaikan rahin, misalnya: perhiasan emas. Jenis lelang di
Pegadaian Syariah dilakukan secara sukarela tanpa ada sanksi. Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani menggunakan jenis lelang yang dilakukan
melalui sistem lelang terbuka. Lelang adalah sistem lelang umum yang
membuat proses lelang dikenal banyak orang, cepat dan mudah
mengumpulkan agunan emas dari UPC Syariah lainnya dan menghasilkan
keuntungan, dilakukan karena keuntungan yang didapat lebih banyak dan
maksimal.

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang peneliti angkat
dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana hukum lelang barang gadai
jatuh tempo menurut hukum Islam, dan bagaimana pelaksanaan lelang
barang gadai jatuh tempo di Pegadaian Syariah. Sehingga peneliti tertarik
mengangkat tema tentang “PRAKTIK LELANG BARANG JAMINAN
GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD
YANI PONTIANAK?” dari penjabaran latar belakang tersebut, maka
rumusan masalah peneliti akan lebih memfokuskan ke permasalahan yang

dibahas.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
2. Bagaimana perspektif Fatwa DSN MUI terhadap praktik pelaksanaan
lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad

Yani Pontianak?



C. Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui praktik lelang barang jaminan gadai emas di
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.
2. Untuk mengetahui perspektif Fatwa DSN MUI terhadap praktik
pelaksanaan lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak.

D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan pembahasan hasil penelitian ini untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktik lelang barang jaminan

gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pontianak.

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan
bagi mahasiswa agar lebih mengetahui tentang praktik lelang barang
jaminan berupa gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad
Yani Pontianak.
2. Manfaat Praktisi
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir, serta
untuk persyaratan dalam penyelesaian Studi Strata 1 (S1) juga
menambah pengetahuan dalam pengalaman tentang praktik
lelang barang jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang

Ahmad Yani Pontianak.



b. Bagi Lemabaga Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
Dapat dijadikan bahan referensi khususnya di Fakultas Syariah
terutama Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan
praktik lelang barang jaminan berupa gadai emas di Pegadaian

Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak.



BAB |1
TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Bedasarkan judul yang penelitian mengenai “Praktik Lelang Barang
Jaminan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani
Pontianak”. Maka diperlukan kajian pustaka yang digunakan untuk sebagai
bahan perbandigan terhadap penelitian yang ada sebelumnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Sri Astuti (2019)
“Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Ditinjau Dari Hukum Islam
Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi”, penelitian ini
memakai metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan
produk lelang yang sudah lama tidak terjual, lelang dilakukan dengan cara
tertutup dan digelar di Pegadaian Syariah Jeluntung Jambi. Mekanisme
penetapan harga berdasarkan ketetapan pasar dan perlu memperhatikan
biaya dasar lelang dan memperkirakan kembali untuk mendapatkan
penjualan terbaik, hal ini dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jeluntung
Jambi. Dari segi tata cara lelang barang jaminan gadai yang sedang berjalan
dalam pelaksanaan seperti cara menunjukkan produk yang akan dilelang,
bagaimana meyakinkan pembeli dan melaksanakan akad ijab gabul
menyerahkan barang tersebut. Pada pelelangan prosedur tersebut sudah

selaras dengan syariat Islam (Dewi Ayu Sri Astuti, 2019).
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Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rosmini (2019) “Proses Lelang
Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinarang (Analisis
Ekonomi Islam) . Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Hasil
menunjukkan bahwa mekanisme lelang yang ada pada PT. Pegadaian
Syariah Cabang Pinarang sudah menyinkronkan dengan Standar
Operasional Perusahaan karena sudah memberikan pelayanan dengan baik,
seperti pelayanan tahap peminjaman hingga tahap pemberitahuan nasabah
yang bersangkutan telah masuk tempo pembayaran kemudian sampai tahap
pelanggaran pelelangan hingga pada akhirnya pengembalian sisa-sisa biaya
administrasi nasabah ke pegadaian. Menurut ekonomi Islam
diperbolehkannya dilakukan pelelangan barang gadai nasabah.
Sebagaimana diketahui bahwa dasar ekonomi Islam berlandaskan hadits
dan Al-Qur’an (Rosmini, 2019).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nadira Juwika (2019) “Pandangan
Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai
Pada CPS Ahmad Yani Pekanbaru”. Hasil penelitian CPS Ahmad Yani
Pekanbaru sebenarnya memberlakukan sistem penjulan marhun. Sebagai
salah satu upaya untuk mengembalikan dana pinjaman dan tabungan yang
belum terlunaskan berdasarkan batas waktu. Lelang dilaksanakan
berdasarkan prosedur di CPS Ahmad Yani Pekanbaru. Jika dari sudut
pandang ekonomi Islam, penjualan marhun adalah pemberitahuan tanggal
tenggang waktu, sanksi terhadap rahin yang tidak dapat membayar hutang

dan pendapatan dari penjualan marhun dan sisa penjualan marhun,
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operasional pada CPS Ahmad Yani Pekanbaru sudah sejalan dengan syariat
islam (Nadira Juwika, 2019).

Dari uraian ketiga judul skripsi di atas, peneliti melakukan
perbandingan dengan cara melakukan persamaan dan perbedaan pada
penelitian skripsi sekarang dengan penelitian skripsi sekarang. Adapun
persamaan skripsi sekarang yaitu sama-sama membahas penelitian tentang
eksekusi gadai yang sudah jatuh tempo. Sedangkan terdapat perbedaan
penelitian di atas adalah titik fokus permasalahan, dari beberapa penelitian
terdahulu di atas membahas tentang lelang menurut hukum Islam dan lelang
menurut ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti
memfokuskan lelang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-
MUI/11/2002 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-

MUI/111/2002.

B. Kajian Teori

1. Lelang
a. Pengertian Lelang
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lelang adalah
penjualan dihadapan banyak orang (dengan tawar-menawar yang
mengatasi) dipimpin oleh pejabar lelang. Sedangkan melelang
adalah menjual barang dengan cara di lelang (Rachmadi, 2019,

him. 19).
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Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum
dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang meningkat
atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului
dengan pengumuman lelang. Lelang menurut kontemporer dikenal
sebagai bentuk penjulan barang di depan banyak orang kepada
penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan
keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat
Islam dalam rangka mencari karunia Allah SWT berupa rezeki
yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling
menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar hak-
hak orang lain secara tidak sah. Lelang termasuk salah satu bentuk
dari jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum, jual beli ada
hak memilih, boleh tukat menukar di muka umum dan sebaliknya,
sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar
di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka
umum.

Lelang pada figh muamalah disebut muzayyadah. Lelang
adalah sebagai salah satu jenis jual beli, namun yang menjadi
perbedaan keseluruhan antara jual beli umum dengan lelang, opsi
lain jual beli untuk memberikan suara, sementara lelang tidak
memiliki hak istimewa untuk memberikan suara, dan eksekusi

selesai secara khusus terbuka (Aiyub Ahmad, 2004).
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Jual beli melalui lelang tidak penting untuk tindakan riba
dan disebut bai' muzayyadah, tawaran biaya yang terus
berkembang yang dibuat oleh penawar sebagai pembeli yang
mungkin, dengan demikian jual beli lelang boleh lebih dari satu
penawar dan penawaran oleh pedagang yang akan
mendapatkannya dilakukan bagi penawar yang membebankan
biaya yang lebih selangit. Gagasan riba dianggap sebagai manfaat
utama kredit, namun orang yang berutang harus melampaui
angsuran sebagai keuntungan yang diberikan kepada pemegang
utang (Ibnu Rusyd, 2007)

b. Dasar Hukum Lelang

Berdasarkan kalam ilahi Al-Qur'an tidak ada ketentuan yang
tegas bahwa meminta jual beli itu sama dengan hadis. Lelang sesuai
pemahaman, dapat dibandingkan dengan jual beli dimana ada
penjual dan pembeli. Di Pegadaian Syariah anggotanya adalah
pembeli dan pedagangnya adalah orang yang menjual barang,
perdagangan dicatat dalam (QS. Al-Bagarah [2]: 275).

(Kementerian agama RI, 2013)
bl A58 o) 25 L& Y1 63458 Y 13l 3R Gl
il 40 Ja05 T 550 (e gl ) 1518 2600 s B e
b5 Calis L 4 6 435 s i 3a bl (T 345
G3A g 2 0 Ll S B e ast )

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena
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gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli
sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dati
Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah
SWT. Barang siapa mengulang, maka mereka itu penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya.”
Rukun dan Syarat Lelang
Orang yang ingin melakukan sebuah lelang, nasabah harus
berkewajiban mengetahui hal-hal syarat dan rukun yang telah di
sepakati oleh para fugaha agar sah atau tidaknya lelang tersebut.
1) Rukun
a. Agidain (rahin dan murtahin)
Orang yang menjalankan transaksi gadai terdiri dari rahin
dan murtahin.
b. Shigat (ijab dan gabul)
Shigat yaitu perjanjian antara rahin dan murtahin untuk
melakukan transaksi gadai.
c. Marhun
Marhun dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu
pinjaman.
2) Syarat
a. Dilakukannya penjualan dari orang yang mengerti
aturannya

b. Harus bermanfaat dan halal

c. Harus jelas dan tidak boleh ada yang dipalsukan
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d. Keinginan memberi benda dari yang menjual

e. Harus sesuai kesepakatan terkait harga

f. Tidak melakukan korupsi atau kesalahan.

d. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan
tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan
bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut
dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat
melunasi kewajibannya. Jika terdapat persyaratan menjual barang
gadai pada saat jatuh tempo, hal yang diperbolehkan dengan
ketentuan:

1) Murtahin terlebih dahulu harus menemukan kondisi rahin
(menyakan tentang pemicu tidak membayar hutang).

2) Jangka waktu pembayaran dapat diperpanjang.

3) jika murtahin sesungguhnya membutuhkan uang dan rahin
tidak melunasi hutang, pihak kedua (murtahin) dengan izin
pihak pertama (rahin), mengalihkan proses gadai kepada
murtahin lain.

4) Jika syarat di atas tidak terlaksana, maka murtahin dapat
memasarkan benda jaminan dan kelebihannya diserahkan

untuk rahin (Susanti, 2016).
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Pemberitahuan terlebih dahulu kepada rahin sebelum
penjualan marhun. Pemberitahuan ini akan dikirimkan melalui
pemberitahuan ke alamat, telepon, atau kontak mana pun dari tempat
informasi yang ada di instansi cabang, setidaknya 5 hari sebelum
tanggal penjualan.

Macam-macam Lelang
Jenis lelang terdiri dari dua macam, ada yang naik dan turun
berikut penjelasannya:
1) Lelang Turun
Lelang turun merupakan jenis negoisasi yang dimulai
dengan harga tinggi terlebih  dahulu, kemudian
menurunkannya hingga akhirnya diserahkan untuk calon
pembeli melalui harga paling tinggi yang disetujui penjual
dengan petugas pelelangan sebagai hak penjual untuk
membuat pelelangan serta umumnya ditunjukkan bersama
dengan bunyi pukulan.
2) Lelang Naik
Lelang naik merupakan membuka tawaran dengan harga
rendah terlebih dahulu kemudian menawarkan benda tertentu
kepada penawar sampai ditawarkan kepada pembeli dengan
harga tinggi, hal ini dilakukan seperi lelang Belanda yang

disebut tawaran tinggi.
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Barang Jaminan

a. Pengertian Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda
yaitu Zekerheid Cautie yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi
atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan
dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis
sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima
debitur terhadap krediturnya. Istilah jaminan dibedakan dengan
istilah agunan. Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1967 diberi istilah “agunan™ atau “tanggungan” sedangkan
“jaminan” menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu
keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiyaan
dimaksud sesuai yang diperjanjikan

Menurut Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan menjelaskan
bahwa “jaminan adalah sesuatu yang akan diberikan kepada pemberi
pinjaman untuk memastikan agar pemegang utang untuk memenubhi
komitmennya secara tepat dengan uang yang muncul dari suatu

perjanjian”.

. Benda-Benda Yang Dapat Dijadikan Pinjaman

Jenis barang angunan dapat dilihat dari obyek yang dibiayai:
1. Agunan pokok yaitu barang atau obyek yang dibiayai dengan

kredit.
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Agunan tambahan yaitu benda yang akan menjadi jaminan

untuk meningkatkan agunan pokok.

c. Jenis Barang Jaminan Dilihat Dari Wujud Barang

1.

Jaminan berwujud yakni jaminan yang dapat diraba dan dilihat.
Contohnya rumah, mesin, bangunan pabrik dan kendaraan.

Jaminan tidak berwujud yakni jaminan yang hanya berupa janji
saja. Namun, janji tersebut harus dimuat dalam perjanjian secara
tertulis untuk pengelolaan yang tepat. Misal garansi perusahaan

dan garansi perorangan.

d. Jenis barang jaminan dilihat dari pergerakannya

1.

2.

Agunan yang bergerak artinya barang dengan mudah untuk
dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contoh: persediaan
barang dagangan, piutang, dan kendaraan motor dan mobil.

Agunan yang tidak bergerak adalah agunan yang tidak bisa
dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah

dan bangunan.

e. Jenis barang jaminan dilihat dari mudah tidaknya barang diawasi

1.

Barang yang sulit diawasi adalah barang jaminan yang susah
diawasi oleh bank, disebabkan karena pergerakannya begitu
cepat. Contohnya persedian barang dagangan dan piutang.

Barang yang gampang diawasi adalah barang jaminan yang
tidak dapat berpindah. Contoh tanah, bangunan dan kapal yang

begitu besar.
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3. Gadai

a. Pengertian Gadai

Gadai (rahn) yakni suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu
barang sebagai tanggungan utang. Dalam bahasa Arab, gadai
dianggap sebagai “ats-tsubut wa ad dawam ” yang berarti "tetap” dan
"kekal", sama halnya dengan kata mauntahin, yang bermakna air

yang tenang. Hal ini bardasarkan pada firman Allah SWT (Surat Al-

Muddatstsir 74:38).
Y
ZS"S :%/.u;‘ ‘2.:/ S’ :\_/1:@:)
Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuat”.

Arti “tetap” dan ‘“kekal” termasuk dalam kata al-habsu, yang
berarti menahan, ar-rahn secara bahasa artinya “menjadikan sesuatu
barang bersifat sebagai pengikat utang” (Zainuddin Ali, 2008: 1).

Gadai merupakan penyerahan suatu barang agar dijadikan
jaminan yang mana apabila si peminjam tidak bisa mengembalikan
pinjaman berdasarkan waktu yang disetujui, kemudian dapat juga
dijadikan sebagai pengikat kepercayaan agar si pemberi pinjaman
tidak ragu.

Pengertian tersebut merupakan suatu perjanjian kedua belah
pihak dengan menahan objek jaminan dalam transaksi gadai dan
objek tersebut dapat diambil kembali sesuai dengan waktu yang

sudah disetujui.
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b. Dasar Hukum Gadai
1) Al-Qur’an
Sebagaimana firman Allah SWT (QS Al-Bagarah [2]:
283) (Kementerian agama RI, 2013)
Gl HFALS 3% (3 L8 13395 215 i e @ 35
Y 5%A5 0 A il 5 AR Gyl e 258 Uz a8y

Gl Wy 0 328 55 | R0 S gy Balpall | 28

PR

-

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu
ber’muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu
mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan”.
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2) Hadits
a. Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:
ol g adle A e ) 5 (o ClE Aldle G
AA G lE 5040k 55 Llada fg0 oo
“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang

Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu
beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”.

b. Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

dhy)elﬂ_j‘\-\kmu_;m m\d d@ d@ﬂe/

8~

mlcj axid A ‘\_.\AJLsJS\‘\_\ALALJALﬁJ\

LM\ S g_m‘dt;ﬂ esub kel o/l 3155
Jis) o i 53300 il de

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. la  memperoleh  manfaat dan
menanggung resikonya” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni
dan Ibnu Majah).
¢. Rukun Dan Syarat Gadai
1) Rukun gadai
Ketika dalam melaksanakan gadai wajib untuk
melengkapi rukum gadai syariah sebagai berikut:
a. Rahin, orang yang menggadaikan hartanya.
b. Murtahin, orang yang menerima gadai.
¢. Marhun, barang gadaian.
d. Marhun bih, utang, nilai atau barang yang dipinjam rahin

kepada murtahin.

e. Shighat akad, kontrak ijab gabul.



23

Persetujuan pada rahin dan murtahin  ketika
melaksanakan transaksi gadai. Intinya Pegadaian Syariah
berjalan diatas dua akad transaksi yaitu:

1. Akad rahn adalah menahan harta milik peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang
menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali
seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini
pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas
utang nasabah.

2. Akad ijarah adalah adalah akad pemindahan hak guna atas
barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan atas berangnya sendiri.
Akad yang digunakan pegadaian untuk menarik sewa atas
penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah
melakukan akad.

2) Syarat Gadai

a. Rahin dan murtahin (penjual dan pembeli)

Keadaan orang yang melakukan perjanjian sama
dengan orang yang menyelesaikan akad jual beli. Karena
gadai adalah pertukaran harta benda seperti jual beli, maka

orang yang membuat akad itu harus berakal dan dewasa.
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b. Marhun (barang gadai)

C.

d.

Produk yang digadaikan adalah barang gadai yang
digunakan sebagai jaminan atas kewajiban. Jika kewajiban
tidak dapat dikembalikan, produk akan dikembalikan
dengan asumsi jumlah sesuai dengan kewajiban. Namun,
jika tidak masuk akal, maka bisa dijual dengan nilai yang
tidak senilai untuk dijadikan jaminan untuk menutupi
kewajiban.

Marhun bih (utang)
1. Adapun hak yang harus dikembalikan untuk murtahin
2. Marhun bih dapat ditebus dengan marhun
3. Marhun bih sifatnya itu tertentu, tetap, dan jelas.
4. Shigat dan ijab gabul
Berakhirnya Rahn

Dalam pengaturan Syariah, dalam hal batas waktu
pembayaran kewajiban telah lewat, maka komitmen untuk
membayar kewajiban tersebut. Jika rahin tidak memiliki
keinginan untuk membayar kewajiban, ia harus
mengizinkan murtahin untuk menjual barang yang
digadaikan. Jika ijab kabul tidak diberikan, murtahin akan
meminta bantuan hakim untuk memperoleh izin menjual
barang gadai. Jika ada kelebihan uang dari kesepakatan,

uang itu menjadi hak rahin. Namun, dengan asumsi bayaran
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dari penawaran barang yang digadaikan tidak mencukupi,
maka kelebihan kredit tersebut harus dikembalikan.
Berakhirnya rahn sebagai berikut:
4. Benda sudah dikembalikan ke pemiliknya
5. Rahin melunasi hutangnya
6. Barang gadai akan dijual atas perintah hakim dan perintah
rahin
7. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak
ada persetujuan dari pihak rahin (Anshori, A. G. 2011).

Penerapan Rahn Pada Pegadaian

Akad rahn di Pegadaian Syariah berlaku untuk
semua barang yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah.
Mekanisme operasional untuk kontrak rahn adalah bahwa
nasabah menyerahkan aset miliknya dan Pegadaian Syariah
akan menjaga dan memelihara produk di tempat yang
disediakan oleh pihak Pegadaian Syariah. Hasil dari proses
penyimpanan adalah munculnya biaya-biaya seperti nilai
dari ruang penyimpanan, biaya perawatan dan yang
mencakup seluruh proses aktivitas. Berdasarkan hal ini,
pegadaian berhak untuk membebankan biaya sewa yang
disepakati bersama kepada pegadaian (Roficoh & Ghozali,

2018)
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Pada dasarnya dari akad rahn ini pihak pegadaian
tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Hal ini karena akad
rahn merupakan akad dengan prinsip saling membantu.
Keuntungan dibuat oleh Pegadaian Syariah dengan cara
akad ijarah. Akad ijarah menjadi dasar untuk jasa sewa dan
pemeliharaan  ruang penyimpanan. Perjanjian ini
ditandatangani di atas selembar kertas yang disebut Surat
Bukti Rahn (SBR) yang digunakan ketika nasabah menebus
barang gadai.

4. Fatwa Yang Berkaitan Dengan Produk Gadai (Rahn) Emas
a. Fatwa No. 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Gadai

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan
utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai
berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin
(yang menyerahkan barang) dilunasi.

b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada
prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh
Murtahin dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya
pemeliharaan dan perawatannya.

c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh
Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan

tetap menjadi kewajiban Rahin.
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d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e. Penjualan Marhun

1.

Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingati

Rahin untuk segera melunasi utangnya.

. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya,

maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang

sesuai syariah.

. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi

utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum
dibayar serta biaya penjualan.

. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan

kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga : Ketentuan Penutup

a.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian haru ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.



28

b. Fatwa No. 26/DNS-MUI/111/2002 Tentang Gadai Emas

Pertama:

a.

Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa
DSN Nomor: 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn).
Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun)
ditanggung oleh penggadai (rahin).

Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan
pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan

syariah.

Kedua : fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,

akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah normatif empiris. Pendekatan normatif empiris yaitu penggabungan
dari ketentuan perundang-undangan yang aksinya terjadi pada peristiwa
hukum di suatu masyarakat. Sifat penelitian ini adalah penelitian lapangan
(field research) penelitian yang bersumber dari data dan proses
penelitiannya yang menggunakan tempat yang peneliti akan teliti untuk
melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun pendekatan yang bersifat kualitatif
adalah bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari
wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen (Sanapiah Faisal, 2005:
285). Pada penelitian kualitatif bisa menggunakan data seperti perkataan,
pernyataan, mengungkapkan, menggambarkan, dan menjelaskan suatu
permasalahan yang terjadi. Pendekatan deskriptif adalah prosedur
pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan
subjek atau obyek penelitian dengan tampak fakta-fakta sebagaimana
adanya (Hadari Hawawi, 2015: 63). Dengan sebuah metode penelitian ini,
maka peneliti turun langsung untuk melakukan penelitian sesuai dengan
judul “Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di CPS Ahmad Yani

Pontianak”.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
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Gambar 2 Lokasi CPS Ahmad YANI Pontianak

Penelitian dilaksanakan di CPS Ahmad Yani Pontianak. Kemudian
alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut, yaitu: bahwa lokasi
tersebut mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian, lokasi tersebut

telah tersedia data yang dibutuhkan peneliti, dan lokasi tersebut letaknya
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cukup strategis dan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani juga
melakukan lelang biasanya satu bulan tiga kali lelang dan terkadang juga
tidak tiga kali dalam satu bulan.

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian sejak bulan
Oktober sampai Desember 2021 untuk mengumpulkan data-data tersebut
serta mewawancarai pimpinan dan starf-staf CPS Ahmad Yani Pontianak

pada permasalahan yang peneliti angkat untuk dijadikan judul skripsi.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dapat memberikan informasi dari
data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua
sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data

yang peneliti gunakan, sebagai berikut:

1. Data primer

Pada data primer adalah sebuah data yang dikumpulkan oleh
peneliti langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi
maupun dalam bentuk dukumentasi yang kemudian diolah peneliti,
dengan maksud khusus untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Data dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian dan
sumber primer. Sumber data primer yang akan diteliti oleh peneliti
adalah hasil wawancara terhadap pimpinan cabang dan staf yang

berkerja di CPS Ahmad Yani Pontianak.
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2. Data sekunder

Adapun data sekunder di dalam penelitian ini yaitu data
pembantu daripada sumber primer. Bahan data sekunder yaitu bahan-
bahan yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi, artikel, dalil,
hadits, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal, dan artikel yang
berkaitan dengan judul yang peneliti teliti, peneliti juga menggunakan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa MUI, buku-buku
seperti hukum lelang, hukum gadai syariah, dan figih muamalah. Data
yang dikumpulkan perlu diselesaikan untuk masalah yang dihadapi
dan juga dapat ditemukan denga cepat. (Sugiyono, 2009).
a. Figih Muamalah
b. Hukum Lelang, Rachmadi Usman, 2019
c. Hukum Gadai Syariah, Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. 2008
d. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn
e. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/II/2002 Tentang Rahn

Emas

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan tiga metode
suapaya memudahkan peneliti dalam mengumpukan informasi dengan
jenis pendekatan yang peneliti gunakan, metode penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan. Adapaun metode yang digunakan

sebagai berikut:
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1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mencari
informasi yang didapat langsung dari sumber data melalui wawancara
(Djam’an, 2013). Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan
pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu (Bambang Sunggono,
2016). Wawancara semi tersruktur adalah panduan pewawancara
yang dilakukan untuk mendapatkan permasalahan secara lebih
terbuka, dimana antara pihak yang terkait saling diajak untuk minta
pendapat, dan ide-ide secara mendalam (Suharsimi Arikunto, 2011).
Wawancara dilakukan secara tatapmuka dengan mendatangi langsung
lokasi penelitian yaitu ke tempat Pegadaian Syariah Cabang Ahamd
Yani Pontianak.

Pada tahap wawancara ini, peneliti mewawancarai pimpinan
cabang Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak, dengan
harapan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Wawancara
dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi langsung ke lokasi
penelitian kepada tiga informan yaitu pimpinan dan dua staf CPS
Ahamd Yani Pontianak. Langkah-langkah wawancara yang akan
peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan waktu wawancara dan menghubungi narasumber.
b. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi bahan
pembicaraan.

c. Mengatur alur wawancara.
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d. Melangsungkan wawancara.

e. Merekam pembicaraan saat wawancara.

Tabel 1
Daftar Informan

No Nama Jabatan

1. Muhammad Ichlas Pimpinan

2. Imam Wahyudi Penaksir

3. Yudha Pengelola Angunan

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Adapun Kriteria informan penelitian:

a. Berada di daerah yang diteliti.

b. Mengetahui kejadian atau permasalahan .

c. Bisa beragumentasi dengan baik

d. Merasakan dampak dari kejadian atau permasalahan.

e. Terlibat langsung dengan permasalahan.

2. Observasi
Observasi adalah mengamati secara langsung terhadap objek

untuk mengetahui keberadaan situasi, objek, dan konteks dalam
pengumpulan data (Djam’an, 2013). Observasi yang dilakukan
terhadap penelitian ini adalah observasi secara tidak langsung yaitu
peneliti tidak ikut serta dalam Kkegiatan-kegiatan yang sedang
diobservasi karena peneliti hanya meneliti dan mengamati sesuai
dengan obyek penelitian. Dengan teknis ini, peneliti mempergunakan

untuk mengempulkan data-data tentang situasi dan kondisi lokasi
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penelitian mengenai permasalahan praktik lelang barang jaminan
gadai emas di CPS Ahmad Yani Pontianak.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan kejadian yang disajikan
melalui tulisan, gambar, atau moment-moment lain dari seseorang
(Djama’an Satori, 2010). Studi ini digunakan untuk memperoleh data
sekunder dengan metode dokumentasi yaitu dipergunakan untuk
memperoleh data berdasarkan dokumen-dokumen, referensi, buku-
buku, lembaran-lembaran, foto-foto, dimana metode ini dipakai untuk
menghimpun data yang diperlukan didalam penelitian (Sugiyono,
2009). Adapun bentuk dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu
dengan mendapatkan data yang di gambaran umum lokasi penelitian,
foto daftar harga lelang yang diperoleh dari Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak.

E. Alat Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian, alat pengumpulan data yang
dipergunakan dalam penelitian adalah pedoman wawancara yang disusun
secara sistematis serta berdasakan pada tujuan penelitian. Peneliti juga
menyiapkan aplikasi perekam suara dari telepon genggam, alat tulis, dan

buku untuk mencatat (Suharsimi Arikunto, 2011: 168).
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mengolah data dari
hasil penelitian, kemudian data yang didapatkan tersebut disiapkan dan
digunakan dalam menyelesaikan masalah pengumpulan hasil penelitian.
(Sugiyono, 2016, him. 147). Teknik analisis data yang dipakai dalam
penelitian ini yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi data terkait dengan menyimpulkan, memilih fokus,
memusatkan perhatian pada hal yang penting, dan menemukan
contoh dan topik. Sebab informasi yang berkurang dapat menjadi
gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan para peneliti
untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. (Sugiyono, 2005,
him. 92).
2. Penyajian data
Dalam penelitian kualitatif untuk menganalisis penyajian data
yaitu langkah kedua. Penyajian data merupakan beberapa kumpulan
informasi yang memungkinkan untuk kemampuan penelitian
sebagai bahan peneliti untuk mengambil data terhadap peneliti untuk
mengambil kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan yang baik
(Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018, hlm. 248). Pada penelitian
ini, penyajian data meliputi uraian singkat, grafik, hubungan antar

kategori, dan lain-lain.
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3. Penarikan Simpulan/Verifikasi
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah hasil penelitian
dari proses dalam fokus penelitian berdasarkan pada analisis data.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif membentuk deskriptif
sebuah objek yang sebelumnya masih sementara atau belum pasti
sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan yang sudah jelas

(Sugiyono, 2018: 253).

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Keabsahan data dipakai agar semua data yang sudah diteliti agar
relevan dengan yang sesungguhnya, agar data tersebut terjamin
keabsahannya. Dalam memperoleh tingkat keabsahan data penelitian ini,
peneliti memakai triangulasi, yaitu membandingkan data atau validasi
dengan menggunakan sesuatu selain data, untuk menguji atau
membandingkan dengan data tersebut.

Ide dasarnya adalah bisa mendapatkan pemahaman yang baik
tentang fenomena yang sedang dipelajari, dan bisa mendekatinya dari
sudut berbeda. Bentuk triangulasi adalah:

1. Triangulasi Sumber
Membandingkan bagaimana dapat mengecek kembali
tingkat kepercayaan terhadap informasi yang didapat oleh peneliti
dari berbagai infirmasi sumber yang berbeda-beda dengan melalui
membandingkan hasil observasi dari narasumber pada saat

melakukan wawancara, membandingkan apa yang biasa dikatakan
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dengan apa yang dikatakan secara khusus, dan membandingkan
hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

Misalnya melalui wawancara dari informan, observasi
dokumen tertulis maupun tidak tertulis tentang praktik lelang
barang jaminan gadai emas sesuai dengan objek yang akan diteliti
oleh peneliti. Tentu saja masing-masing mempunyai cara sendiri
untuk melakukan pembuktian data dengan pendangan tersendiri.
Berbagai pendangan tersebutlah akan menimbulkan pengetahuan
yang ada untuk diperoleh kebenaran ilmiah yang nyata.

. Triangulasi Teknik

Untuk menghasilkan informasi, data yang diperlukan dalam
tinjauan ini, peneliti mencoba mencari informasi tersebut dengan
memeriksa atau menguji sumber informasi serupa dengan berbagai
metode. Dalam tinjauan ini, peneliti lebih lanjut menggunakan
berbagai prosedur dalam mendapatkan dan memisahkan data yang
berhubungan  dengan  konsentrasi  untuk  meningkatkan
solidaritasnya.

. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dipakai untuk validasi data dalam konteks
memeriksa sumber data yang sama, hanya saja waktunya yang
berbeda dengan menggunakan waktu yang berbeda. Proses
perubahan dan perilaku manusia berubah dari waktu ke waktu.

Untuk memperoleh data yang valid dari observasi, tidak hanya
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melakukan satu kali observasi. Bila hasil uji menghasilkan data
yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga
ditemukan kepastian datanya. Peneliti menggali informasi yang

mereka dengan minimal 3x pengamatan.



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum
1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Pegadaian pada awalnya berkembang di Italia, kemudian
dikembangkan ke beberapa negara seperti wilayah Eropa lainnya
lebih tepatnya Belanda dan Inggris. Setelah pesatnya perkembangan
pegadaian diwilayah tersebut, negara belanda membawa perusahaan
dagang Belanda bernama Iverenigde Oost Indische Compagnie
(VOC) sekitar abad ke-19 di Indonesia.

Bank van leening (BVL) di Indonesia merupakan lembaga
keuangan yang memberikan modal dengan sistem kredit beralasan
gadai. Lembaga tersebut didirikan di Batavia dengan tanggal 20
Agustus 1746. Pada sejarah VOC, bank pinjaman sangat bertugas
memberikan pembiayaan dengan barang sebagai jaminan, hal ini
sangat membantu untuk perekonomian masyarakat pada masanya.
Sejak saat itu, semakin berkembang pesat hal tersebut bisnis
pegadaian telah beberapa kali memiliki perubahan aturan.

Pada saat Inggris menguasai Indonesia dari Belanda tahun
1811-1816, BVL milik pemerintah dibubarkan kemudian
masyarakat bebas mendirikan sebuah pegadaian dengan cara
meminta izin dari pemerintah daerah. Namun, pemikiran Inggris

meleset, cara ini berdampak buruk bahkan kurang bermanfaat bagi

40
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pemerintah Inggris. Akibatnya, teknik liencentie stelsel diuabah
menjadi pacth stelsel dimana pendirian tersebut diberikan kepada
umum yang sanggup dalam membayar pajak yang tinggi terhadap
Pemerintah (Muhammad Adnin Warid, 2020).

Terbitnya fatwa MUI pada 16 Desember 2003 terkait bunga
bank, merupakan sebuah awal munculnya Pegadaian Syariah. Fatwa
tersebut memperkuat lahirnya PP N0.10/1990 yang menjelaskan
bahwa tugas pegadaian adalah mencegah riba, dan kewajiban ini
tidak mengalami perubahan sampai dengan terbitnya PP No. 103
Tahun 2000 sebagai prinsip bisnis pegadaian.

Terkait operasional pegadaian syariah lebih tepatnya
berdasarkan sistem manajemen modern. Asas-asas yang digunakan
agar lebih valid yaitu asas rasionalitas, efesiensi dan efektifitas
sejalan dengan kaidah-kaidah Islam. Layanan Pegadaian Syariah
dalam operasinya dilakukan oleh cabang Pegadaian Syariah sebagai
unit usaha mandiri untuk masyarakat, yang secara struktural sangat
berbeda sistemnya dari usaha gadai biasa. Dengan hal begitu,
resmilah Pegadaian Syariah didirikan pertama di Jakarta sebagai unit
layanan gadai syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada Januari
2000. Disusul dengan berdirinya ULGS di Surabaya, Makasar,
Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama

sehingga September 2003. Masih di tahun yang sama ada 4 cabang
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pegadaian di Aceh dialih fungsikan menjadi Pegadaian Syariah
(Susanti, 2016).

Kantor CPS Ahmad Yani Pontianak berdiri pada tahun 2017,
dengan pemimpin pertama bernama bapak Harsono. Pegadaian
Syariah Ahmad Yani Pontianak didirikan untuk mengantisipasi
pesaing yang telah membuka gadai Syariah di bank Syariah dan
untuk memenuhi kebutuhan nasabah (Pegadaian Syariah Ahmad
Yani Pontianak).

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah
a. Visi Pegadaian Syariah

Arti visi itu sendiri yaitu cara pandang untuk sebuah
lembaga khususnya Lembaga Pegadaian Syariah terkait dengan
menentukan gambaran kedepannya. Dengan alur pikir demikian
maka ditetapkan visi tersebut, yakni:

“Pegadaian menjadi ’'Champion” dalam pembiayaan
mikro dan kecil berbasis dan fidusia bagi masyarakat golongan
menengah ke bawah”.

b. Misi Pegadaian Syariah

Setelah mewujudkan visi di lembaga khususnya Lembaga
Pegadaian Syariah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Adapun
beberapa misi dalam lembaga tersebut, yakni: “Pertama,
mendukung  program  pemerintah  untuk  meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya masayarakat golongan
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menengah ke bawah, dengan memberikan solusi keuangan
terbaik melalui pembiayaan mikro dan kecil. Kedua, memberikan
manfaat kepada pemangku kepentingan dan secara konsisten
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga,
melaksanakan usaha lain pada rangka optimalisasi sumber daya”
(Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak).
3. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah
Semakin tinginya ledakan pendudukan, semakin tinggi pula
keinginan masyarakat atau nasabah untuk berdiri di lembaga gadai.
Bukan hanya gadai konvesional saja, bahkan masyarakat menginginkan
sebuah lembaga berbasis proses syariah islam. Dengan hal begitu, aspek
yang diberikan kepada nasabah sangat berpengaruh dalam lembaga
khususnya Pegadaian Syariah (Mardani, 2015, him. 192). Adapun
aspek tersebut, yakni:
a. Aspek Legalitas
Aspek legalitas ini sangat terpenting, karena bisa disebut dengan
jati diri perusahaan atau lembaga untuk mengesahkan suatu
badan agar bisa diakui oleh masyarakat. Apapun bentuk
perusahaan kecil atau besarnya itu juga menggunakan aspek
legalitas. Perusahaan atau lembaga yang menggunakan aspek
legalitas maka nasabah mendapatkan jaminan atas
berlangsungnya jaminan hukum diperusahaan atau lembaga

tersebut khususnya Pegadaian Syariah.
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b. Aspek Permodalan
Karena dalam mengoperasikan pegadaian membutuhkan modal
yang cukup besar. Selain harus meminjamkan kepada nasabah,
juga harus berinvestasi. Gadai syariah dilarang menggunakan
sistem bagi hasil untuk modal, apalagi melalui dana dari
masyarakat (musyarakah) ataupun melalui sumber dana baik
pada bank ataupun perorangan dalam menjalankan usaha
tersebut.

c. Aspek Sumber Daya Manusia
Terkait pengelolan gadai syariah membutuhkan sumber daya
manusia Yyang ahli sehingga dapat dipersiapkan untuk
memimpin pusat dan cabang.

d. Aspek Kelembagaan
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang pembentukan
badan hukum berbentuk perseroan terbatas dari lembaga
keuangan berdasarkan prinsip syariah “membenarkan adanya
ketentuan yang mengatur tentang keberadaan dewan pengawas
syariah (DPS) untuk melaksanakan syariah prinsip memantau

kegiatan perusahaan terkait.
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e. Aspek Sistem dan Prosedur

Pegadaian Syariah wajib selaras terkait prinsip syariah yang

amanah, efektif, efisien dalam operasionalnya. Maka dari itu,

dibutuhkan pembuatan proses yang mudah dan praktis agar

nasabah tidak merasa kesulitan untuk mengajukan pinjaman.

f. Aspek Pengawasan

Pengawasan ditanamkan melalui kesadaran bahwa adanya

pengawasan dari Allah SWT kepada semua karyawan, tugas

keseluruhan pimpinan unit yaitu mengembangkan pengawasan

terkait operasional Pegadaian Syariah agar tidak melanggar

prinsip Syariah. Maka dari itu, Dewan Pengawas Syariah

bertugas dalam mengawasi operasional tersebut (Mardani,

2015, him. 192).

4. Fungsi Pegadaian Syariah

Fungsi dari pegadaian untuk memiliki pilihan dalam
menyelesaikan tanggung jawab tersebut, unit pengelola gadai syariah
mampu menjadikan pegadaian untuk menangani bisnis administrasi
gadai syariah sehingga dapat berkembang menjadi organisasi bebas
serta menjadi keputusan pertama bagi masyarakat yang membutuhkan
gadai syariah. Untuk memiliki pilihan untuk memahami perintah dan
kemampuan mendasar ini, disusun dari kepemimpinan pusat sampai ke

cabang layanan syariah (susanti, 2016).
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5. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah
Unit pelayanan gadai syariah berfungsi sebagai pegadaian untuk
mengelola bisnis jasa gadai syariah sehingga dapat tumbuh menjadi
organisasi yang mandiri serta menjadi pilihan pertama bagi orang yang
memerlukan jasa tersebut (Susanti, 2016). Fungsi dan tugas pokok
dapat diwujudkan melalui struktur kepemimpinan dari pusat sampai

cabang yang meliputi:

Bagan 1
Struktur Pegadaian Syariah Ahmad Yani Pontianak

Pimpinan Cabang

Pengelola

Penaksir Kasir
Anggunan

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak
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B. Paparan Data Penelitian
Paparan data yang telah diuraikan peneliti guna mengetahui akurat
data pokok yang berkaitan dengan penelitian selama ini, sesuai dengan
topik yang telah disusun dalam pertanyaan-pertanyaan yang peneliti
lakukan melalui wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Data tersebut
yaitu Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas di CPS Ayani
Pontianak. Berikut merupakan data yang peneliti sajikan:
1. Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah

Cabang Ayani Potianak

Mengenai penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti melalui
cara turun langsung ke lapangan di CPS Ayani Pontianak, peneliti akan
memaparkan data yang didapatkan terkait praktik lelang barang
jaminan gadai di CPS Ahmad Yani Pontianak.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudha selaku
pengelola agunan mengenai proses menggadaikan barang jaminan
untuk digadaikan sebagai jaminan yaitu:

a. Membawa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk atau paspor
dan membawa barang jaminan.

b. Mengisi formulir dan setalah mengisi formulir lalu diserahkan ke
bagian penaksir.

c. Lalu menunggu untuk mengetahui tangsiran barang yang di
gadiakan, setelah mengetahai jumlah uang taksiran dari barang
jaminan akan di panggil ke bagian kasir.

d. Jika sudah menerima uang pinjamannya hitung terlebih dahulu,
agar tidak ada kesalahpahaman, tetapi uang pinjaman diberikan

melalui transfer.
e. Nasabah akan diberi tahu tanggal jatuh tempo barang jaminannya.
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Dan untuk proses menebusnya yaitu:

Membawa surat gadai dan Kartu Tanda Penduduk.

Membayar uang tebusan sesuai yang terdapat pada surat gadai.

c. Mengambil kembali barang jaminan jangan lupa untuk mengecek
kembali barang jaminan sebelum meninggalkan tempat Pegadaian
Syariah.

oo

Menurut Bapak Yudha nasabah meminjam uang di Pegadaian

Syariah itu dilakukan sesuai kebutuhan untuk diajukan pinjaman.

“Nasabah ditanya jika ingin menggadaikan barangnya, apakah itu
barang milik sendiri atau milik keluarga (ibu atau saudaranya).
Nasabah juga harus melengkapi syarat-syarat pengajuan
pinjaman. Setalah mengisi fomulir maka barang jaminan gadai
emas akan ditaksir untuk mengetahui berapa nominal yang
didapat nasabah. Dan akan diberi tahu juga tanggal jatuh
temponya”. (Wawancara hari senin 25 Oktober 2021)

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Imam Wahyudi sebagai

penaksir mengenai barang jaminan yang sudah habis masa gadainya.

Mengatakan bahwa “Pegadaian Syariah tidak langsung melakukan
pelelangan barang jaminan, tetapi pihak Pegadaian Syariah terlebih dahulu
memberi peringatan kepada rahin untuk membayar kewajibannya atas
pinjaman yang nasabah pinjam. Pemberitahuan bertujuan untuk
memberikan kesempatan bagi rahin untuk menebus kembali dan memiliki
barangnya kembali sebelum barang jaminan dilelang”. Apalagi dimasa
covid-19 ini banyak masyarakat yang menggadaikan emas sebagai barang
jaminan. Pihak Pegadaian Syariah akan memberi peringatan dengan cara

yaitu:



a. Memberikan peringatan malalui telpon, sms atau wa.
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b. Memberikan surat peringatan secara tertulis.” (Wawancara hari

rabu 03 Novenber 2021)

Menurut Bapak Muhammad Ichlas selaku pimpinan Pegadaian

Syariah CPS Ayani Pontianak mengenai barang jaminan gadai emas:

“Sebelum terjadinya lelang itu adanya gadai barang jaminan
yang mengikat suatu perjanjian yang diberikan oleh pihak Pegadaian
Syariah untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan
menjaminkan barang jaminannya. Jika dalam waktu yang telah
ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah rahin tidak memenuhi
kewajibannya dalam menebus barang jaminan atau memperpanjang
masa gadai barang jaminan, maka dari itu pihak Pegadaian Syariah
berhak untuk melakukan pelelangan barang jaminan gadai emas milik
rahin”. (Wawancara hari rabu 17 November 2021).

Sedangakan hasil wawancara Bapak Yudha selaku pengelola agunan

Pegadaian Syariah CPS Ayani Pontianak, yaitu:

“Nasabah dalam mengadaikan barang jaminannya seperti emas
yang telah diberikan jangka waktu untuk melunsi hutangnya untuk
dapat menebus barang jaminannya yang diberi waktu selama 4 bulan.
Jika rahin tidak ingin melunasi atau menebus barang jaminanya akan
diberikan masa perpanjangan waktu agar tidak di lelang barang
jaminannya“.

Hasil wawancara dengan Bapak Yudha terkait proses lelang:

“Setelah pihak Pegadaian Syariah mempersiapkan berbagai
kelengkapan dalam pelelangan agar pelaksaaan pelelangan berjalan
lancar tim dan panitia lelang barang jaminan gadai emas jatuh tempo
di CPS Ahmad Yani Pontianak dalam melaksanakan pelelangan
barang jaminan. Barang jaminan yang mau dilelang itu di kumpulkan
di etealse untuk meletakkan emas yang akan di lelang agar pera
pembeli bisa melihat barang jaminan yang dilelang dengan jelas.
Pihak pegadaian juga ada grup WA untuk memberitahukan bahwa ada
emas yang akan di lelang supaya mereka yang ada digrup wa itu tahu”.
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Berdasarkan wawancara di atas dijelaskan staf Pegadaian Syariah
memberikan peringatan barang jaminan pada saat habis masa gadainya,
maka dari itu petugas akan memberitahukan kepada nasabah yaitu pertama
lewat SMS/WA, apabila tidak ada tanggapan lagi melalui telefon,
Pegadaian Syariah pasti melelang barang jaminan gadai emasnya.

Pada saat peneliti mendatangi lokasi pelelangan barang jaminan
gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak, dan
peneliti mengamati tempat pelelangan beberapa kali tetapi peneliti masih
belum juga melihat pembeli yang datang untuk membeli barang jaminan
yang dilelang. Namun jika barang lelang itu tidak habis terjual, akan
diborong oleh penjual emas dan akan dilebur kembali untuk dijual lagi di
toko.

Setelah mengetahui bahwa barang jaminan gadai emas jatuh tempo
yang akan dilelang, pasti ada proses dalam pelelangan barang jaminan
gadai emas jatuh tempo tersebut. Kemudian peneliti akan memaparkan
prosedur lelang gadai emas jatuh tempo.

1. Pada hari pelelangan dilaksanakan lelang barang-barang yang akan
dijual dengan sistem lelang dan diperlihatkan kepada umum dibawah
pengawasan atau tanggung jawab ketua pelaksanaan lelang.

2. Pada saat lelang tim pelaksanaan lelang bertanggungjawab atas barang
yang ada di tempat lelang, oleh karena itu tim dilarang untuk

meninggalkan ruangan pelaksanaan lelang.
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. Bila salah satu panitia petugas pelaksana lelang berhalangan hadir maka
ketua akan mengambil ahli posisi yang ditinggalkan atau menunjuk
anggota baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.

. Pada waktu lelang, kasir lelang diwajibkan untuk mencatat nama para
pembeli dan jumlah uang yang dibayar, uang muka dari pembeli yang
akan dijual menurut Surat Bukti kredit (SBK).

. Tim pelaksana menyebutkan dengan jelas keterangan-keterangan
mengenai barang-barang yang dilelang di Pegadaian Syariah.

. Panitia pelaksanaan lelang harus memberi tahu kecacatan dari suatu
barang kepada calon pembeli tidak boleh ada yang disembunyikan
kepada calon pembeli.

. Panitia pelaksanaan lelang harus berada di tempat sampai dengan waktu
pelaksanaan lelang barang jaminan selesai.

. Penyerahan barang dan dokumen yang terkait kepada pemenang lelang.
Setelah lelang selesai dilaksanakan dan pemenang lelang telah
didapatkan serta proses pelunasan barang telah terjadi, maka
penyerahan barang langsung diberikan kepada pemenang lelang.

. Ketika lelang selesai dan penyerahan barang telah dilakukan kepada
pemenang, maka pihak Pegadaian Syariah akan menyelesaikan
administrasi kepada nasabah yang berangnya dilelang, mulai dari

administrasi biaya-biaya dan dokumen-dokumen.
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C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan, maka
selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian sebagai
berikut:

Pada awalnya yang menyebabkan barang jaminan gadai emas itu
dilelang yaitu nasabah yang menggadaikan barang jaminan berupa
emas itu tidak ditebus atau membayar hutangnya kepada pihak
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak dengan jangka
waktu yang sudah diberikan, dan menyebabkan barang jaminan gadai
emas itu dilelang untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak
Pegadaian Syariah. Padahal Pegadaian Syariah sudah memberikan
solusi untuk memperpanjang masa gadai emas, tetapi masih juga ada
nasabah yang juga tidak memperpanjang masa gadai emasnya.
Terkandang nasabah tidak memberitahuka jika mereka belum
mempunyai uang untuk menebus barang jaminannya.

Pihak Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminan gadai
emas yang sudah terkumpul atau yang tidak ditebus oleh nasabah.
Pegadaian Syariah melakukan pelelangan minimal 3 kali dalam 1 (satu)
bulannya. Dan tempat pelelangannya pun di Pegadaian Syariah Cabang
Ahmad Yani Pontianak. Dan dimana barang yang dilelang akan dibeli
oleh pembeli yang tertarik dengan apa yang dilelang oleh Pegadaian

Syariah.
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Jika hasil penjualan lelang itu terdapat uang kelebihan dari hasil
penjulan lelang, maka itu menjadi hak nasabah, tetapi jika nasabah tidak
mengambil uang kelebihan itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maka
uang kelebihan tersebut akan disumbangkan. Jika ada kekurangan itu
menjadi tanggung jawab nasabah sendiri, akan tetapi masih banyak
nasabah yang tidak membayar kekurangannya.

Sedangkan di dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/111/2002 di butir ke
5 telah disebutkan bahwa “Apabila jatuh tempo, murtahin harus
memperingatkan rahin untuk segera melinasi hutangnya dan apabila
rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah, kemudian hasil
penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan serta kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan

kekurangannya menjadi kewajiban rahin”.
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D. Pembahasan Temuan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membahas dua rumusan
masalah yaitu:

1. Praktik Lelang Barang Jaminan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah
Cabang Ahmad Yani Pontianak

Lelang gadai emas di CPS Ahmad Ayani Pontianak ini
ditujukan bagi nasabah yang masa gadainya telah habis. Dalam
Pegadaian Syariah jika nasabah tidak menebus barang jaminan gadai
emas yang sudah masuk jatuh tempo akan dilelang, karena penyebab
terjadinya lelang yaitu nasabah tidak membayar atau menebus
barang jaminan gadai emas pada saat barang tersebut sudah masuk

tempo.

Sistem jual beli digunakan pada metode eksekusi lelang barang
jaminan emas di Pegadaian Syariah. Cara kerjakan staf Pegadaian
Syariah sebelum melaksanakan lelang jaminan yaitu meminta
nasabah untuk dapat datang langsung ke Pegadaian Syariah untuk
membuat negoisasi supaya barang jaminan gadai emasnya tidak
dilelang. Adapun cara penyelesaian yang telah diberikan pegadaian
untuk nasabah agar terhindar dari lelang yaitu nasabah datang ke
pegadaian untuk mengajukan perpanjangan waktu pinjaman atau
gadai ualng, membayar biaya administrasi dan bisa dicicil selama
empat bulan lamanya. Dengan hal begitu, ketika nasabah masih tidak
tetap membayar atau melunasi barang jaminan gadai emas maka

pihak pegadaian syariah terpaksa melakukan pelelangan.
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Terkait adanya lelang di pegadaian syariah, lembaga ini
sebenarnya sangat menghindari adanya lelang barang jaminan
seperti gadai emas. Tapi ini harus dilakukan karena sudah ada
perjanjian dari pihak lembaga dan nasabah gadai emas tersebut.
Sebelum melakukan pelelangan ini, pihak staff atau karyawan
pegadaian melakukan pemberitahuan kepada nasabah melalui media
elektronik seperti telepon atau SMS/WA. Pemberitahuan berupa
memberikan informasi kepada nasabah akan melakukan sebuah
pelelangan barang jaminannya. Jika pemberitahuan elektronik tidak
direspon oleh nasabah yang bersangkutan, maka pihak CPS Ahmad
Yani terpaksa akan menjalankan eksekusi jaminan gadai emas. Dari
hasil penjualan lelang barang jaminan digunakan untuk menutupi
beberapa administrasi seperti 1) uang pinjaman, 2) jasa pinjaman,

dan 3) biaya pelanggan.

Sebelum terlaksananya perjanjian antara Pegadaian Syariah
dengan nasabah, Pegadaian Syariah terlebih dahulu menjelaskan
mengenai aturan-aturan yang mesti diikuti oleh nasabah sampai
berakhirnya masa perjanjian, yang meliputi masalah pelelangan
barang jaminan gadai jika nasabah tidak menebusnya itu akan

dilelang.
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Pelaksanaan lelang tidak dilakukan setiap hari dan juga tidak
setiap bulan karena terkadang tidak ada barang yang untuk dilelang.
CPS Ahmad Ayani Pontianak melakukan lelang dengan sistem
terbuka serta jaminan yang dilelang akan dibazarkan di ruang
terbuka. Pada saat lelang barang jaminan gadai emas perserta tidak
mempunyai persyaratan khusus untuk membeli emas yang dilelang.
Dan jika peserta lelang yang membeli barang jaminan lelang tidak
memiliki cas atau uang yang cukup bisa dengan menggunakan

sistem mencicil setiap bulannya di CPS Ahmad Ayani Pontianak.

Barang jaminan lelang yang tidak laku dijual pada saat
pelelangan itu biasanya akan diborong oleh pedangan emas dan akan
di lebur kembali untuk dijual lagi oleh pedagang emas. Dalam surat
akad gadai sudah dijelaskan jika terdapat sisa penjualan lelang
barang jaminan gadai emas tersebut ada sisa maka akan menjadi
milik nasabah atau rahin dan apabila ada kekurangan maka nasabah
atau rahin yang wajib membayar kekurangannya. Tetapi apabila ada
kekurangan nasabah atau rahin tidak bisa dihubungi maka petugas
lelang atau pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani yang

bertanggung jawab atas kekurangannya.
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RA DAN LELANG PONTIANAK
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Gambar 5 : Nota Transaksi Tunai Penjualan Lelang
Sumber: Dokumen CPS Ahmad Yani Pontianak

2. Perspektif Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik Lelang Barang

Jaminan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Pontianak

Dalam pelaksanaan praktik lelang barang jaminan gadai emas
yang dilakukan Pegadian Syariah CPS Ahmad Yani Pontianak.
Somasi jatuh tempo yang ditujukan pada nasabah dalam waktu 4
bulan masa gadai. Ketika Nasabah untuk melunasi hutangnya di CPS
Ayani Pontianak dalam praktiknya pihak CPS Ahmad Ayani
Pontianak melakukan pemberitahuan tersebut kepada nasabah
sebelum batas jatuhnya waktu pembayaran. Pemberian informasi
dijalankan 5 hari sebelum jatuh tempo, pemberitahuan tersebut bisa
melalui telepon dan SMS/WA. Agar nasabah bisa menebus kembali

sebelum dilaksanakannya pelelangan. Dalam Fatwa nomor 25
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tentang rahn ayat 5 a menyebutkan “Apabila jatuh tempo, Murtahin

harus memperingati Rahin untuk segera melunasi utangnya”.

Di dalam Fatwa nomor 25 tentang rahn ayat 5 ¢ menyebutkan
“Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibyar serta biaya
penjualan”. Hasil pelaksanaan lelang di CPS Ahmad Ayani
Pontianak dipakai untuk membayar lunas utang nasabah, seperti
biaya pemeliharaan serta penyimpanan. Kemudian pendapatan
penjualan barang jaminan jika terdapat sisa dan kekurangan yang
ada pada Fatwa Dewan Nasional adalah kelebihan hasil pendapatan
sebagai hak nasabah dan kekurangannya sebagai kewajiban nasabah.
Jika ada uang kelebihan penjualan lelang, maka pihak CPS Ahmad
Ayani Pontianak memberikan tempo hingga 1 tahun untuk nasabah
mengambil sisa penjualannya. Apabila pada jangka 1 tahun nasabah
tak mengambilnya maka kelebihan uang hasil penjualan tersebut
akan dipakai untuk dana sosial. Sedangkan apabila didapati
kekurangan pada pelaksanaan lelang sehingga belum menutupi
hutang nasabah serta biaya-biaya yang lainnya dipakai untuk
membayar seluruh hutang, maka nasabah harus menutupi

kekurangan biaya-biaya tersebut.

Dilihat dari fatwa No. 25/DSN-MUI/I11/2002 yaitu “murtahin
mempunyai hak untuk menahan marhun sampai utang rahin

dilunasi” yang berarti syarat untuk memberikan marhun saat
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mengajukan pinjaman pada pegadaian syariah dibolehkan dan juga
sudah selaras dengan fatwa. Marhun berupa emas juga
diperbolehkan sesuai fatwa nomor 25 No. 25 yaitu “Rahn emas
diperbolehkan menurut prinsip Rahn” CPS Ahmad Ayani Pontianak

sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Pelelangan barang jaminan gadai emas di CPS Ahmad Ayani
Pontianak prosedurnya sudah sejalan dengan fatwa nomor 25
tentang Rahn. Dalam praktiknya di CPS Ahmad Ayani Pontianak
masih ada yang belum sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN, yang
mana jika penjualan tidak memenubhi target penjualan lelang barang
jaminan gadai nasabah masih ada yang suka tidak membayar hasil
kekurangannya. Sedangkan dalam peraturan biaya pemeliharaan dan
penyimpanan barang telah sejalan dengan ketentuan fatwa nomor 26

tentang rahn emas.

Misalnya, pada saat melakukan kredit dengan menggadaikan
emas sebagai permata emas 8 karat, gelang seberat 4,83 gram,

hasilnya adalah sebagai berikut:

Taksiran Marhun : 1.160.000
Marhun bih : 110.500
Ujrah per 10 hari : 7.900

Biaya Administrasi : 20.000



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Mengacu pada hasil pembahasan dan analisis diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik lelang barang jaminan gadai emas yang dilalukan di CPS
Ahmad Yani Pontianak dalam melakukan pelaksanaan praktik lelang
yang dilakukan jika nasabah tersebut tidak dapat untuk menebus utang
kepada pihak Pegadaian Syariah, maka Pegadaian Syariah akan
melakukan eksekusi jaminan gadai emas di kantor CPS Ahmad Yani
Pontianak, sebagai pelunasan angsuran nasabah kepada Pihak
Pegadaian Syariah. Kemudian terkait hasil penjualan apabila terdapat
kelebihan dari penjualan lelang barang jaminan maka Pegadaian
Syariah akan memberikan kepada nasabah dengan cara menghubungi
nasabah tersebut, jika hasil dari penjualan lelang barang jaminan
nasabah itu kurang menutupi biaya utangnya, maka hal tersebut tetap
menjadi tanggung jawab nasabah dan harus segera dilunasi pada saat
itu juga.

2. Fatwa N0.25/DSN-MUI/IN11-2002 berdasarkan mengenai rahn praktik
lelang barang jaminan gadai emas, terkait jatuh tempo penjualan barang
jaminan gadai atas marhun yang tidak dilunasi hutangnya oleh rahin,
hasil dari penjualan marhun dalam pelaksanaan praktik eksekusi gadai

emas di CPS Ahmad Yani Pontianak telah sejalan dengan ketentuan
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fatwa nomor 25 tentang rahn. Mengenai penjualan yang kurang
mencukupi dan tidak dapat menutupi hutang nasabah. Dalam hal ini
pelelangan belum sesuai dengan fatwa dikarenakan nasabah masih ada
yang suka tidak membayar kekurangannya. Selain terkait eksekusi
jaminan, ketentuan mengenai biaya pemeliharaan dan penyimpanan
barang juga sudah sejalan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang

rahn emas.

B. Saran
Mengacu pada penelitian yang sudah peneliti laksanakan di CPS
Ahmad Yani Pontianak, bahwa dari itu peneliti akan memberika saran
sebagai berikut:

1. Pegadaian syariah diwajibkan lebih tegas terhadap nasabah yang tidak
bisa melunasi pembayaran utangnya, hal ini bertujuan supaya tidak ada
kerugian yang ditanggung pihak Pegadaian Syariah karena harus
menutupi kekurangan atas utang nasabah dari hasil eksekusi tersebut.

2. Fatwa DSN-MUI sudah sangat membantu dengan membuat fatwa
mengenai lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah, sehingga

dalam pelaksanaannya teratur dan sesuai dengan syariat islam.
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LAMPIRAN

Lampiran 1

KISI-KISI WAWANCARA

NO. | PERTANYAAN PENELITIAN INDIKASI

1. Bagaimana praktik lelang barang | Mengetahui praktik lelang

jaminan gadai emas? barang jaminan gadai emas

2. Bagaimana perspektif fatwa No. | Mengetahui perspektif Fatwa
25/DSN-MUI/111/2002 tentang | No.25/DSN-MUI/I11/2002

gadai terhadap praktik pelaksanaan
lelang barang jaminan gadai

€emas

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak
1. Kapan berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
2. Siapa pendiri Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
3. Apa visi dan misi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
4. Dimana alamat Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
5. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Pontianak?
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B. Wawancara Pimpinan dan Staf Pegadaian Syariah Cabang Ahamd Yani

Pontianak

1.

Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Bagaimana mekanisme gadai emad di Pegadaian Syariah Cabang
Ahmad Yani Pontianak?

Bagaimana proses penekasiran gadai emas di Pegadaian Syariah
Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Kapan akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlamgsung
di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang

Ahamd Yani Pontianak?



Lampiran 3

HASIL WAWANCARA
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JUDUL: PRAKTIK LALEANG BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PONTIANAK

A. Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Pewawancara : Aisyah Mawar Fajaria

Narasumber : Yudha Priyanto

Waktu - 09:45

Alamat : Jalan Ahmad Yani

No. Pertanyaan Jawaban

1. Apa saja bentuk pembiayaan | Rahn (gadai emas),
yang ditawarkan oleh pihak | elektonik, amanah
Pegadaian  Syariah  Cabang | (bpkb ~ motor  dan

Ahmad Yani Pontianak?

mobil), arrum emas (

pakai perbulan).

Bagaimana mekanisme gadai

emas di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Nasabah membawa

KTP untuk pertama

kali, bisa juga paspor,

sekarang sudah
terkoneksi ke Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil , bawa
periasannya dan
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sekarang Kita
diwajibkan untuk
tranfer, karena disaat

pandemi lebih aman

kalau transfer,
mengurangi kontak
langsung.

Orang yang pertama
kali akan ditanya ini
titipan, disuruh, atau
pribadi karena kita ada
fromnya masing-
masing. Barang
jaminannya cacat atau
patah kita tulis disitu,
kalau pribadi atau
secara langsung no HP,
nama ibu kandung
disitu langsung ditulis
perhiasannya apa
(cincin, kalung, dlI) jika
fisingnya cacat nanti

dikasih tahu dan jika
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fiskk  cacat  tidak
mempernngaruhi
taksiran api terganting

kadar emas.

Bagaimana proses penaksiran
gadai emas di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Kapad akad itu terjadi? Dan

bagaimana sebuah akad itu

berlangsung?

Akad itu terjadi apabila
dia dan Kita taksir dan
nasabah setuju apa
dengan nominal yang
Kita kalkulasikan,
setelah kita taksir sesuai
dengan kadarnya jadi
nasabah setuju dan kita
setuju terjadilah akad,
karena  kalau itu
nasabah tidak setuju
bisa juga dan juga
terjadi tawar menawar
bisa menambahkan
naikkan harga taksiran

sebelum akad terjadi.
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Bagaimana hak dan kewajiban
murtahin dalam transaksi gadai di
Pegadaian

Syariah ~ Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Hak nasabah itu terima
uang dan kewajibannya
membayar jasa simpan
atau melunasi dalam
jangka waktu tertentu
wajib membayar. Jika
belum bisa melunasi
bisa perpanjang lagi,

kita kasih tahu jangan

sampai terlelang dan

jatuh  tempo, jika
terlelang uang
kelebihannya

dikembalikan, jika

sudah jatuh tempo kita

menghubungi nasabah.

Bagaimana proses penyimpanan
dan pemeliharaan barang jaminan
di Pegadaian Syariah Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Pas sudah akad kita
masaukkan ke dalam
plastik namanya
kantong BJ kita Klip.
Kita simpan adayang

gantung atau susun di

brankas.
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Bagaimana bentuk tanggung

jawab di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Biasakan ada yang Kita
gosok awalnya bagus
lalu putus, tanggung

jawab kita patri.

B. Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Pewawancara : Aisyah Mawar Fajaria
Narasumber : Imam Wahyudi
Waktu :09:30
Alamat : Jalan Ahmad Yani
No. Pertanyaan Jawaban
1. Apa saja bentuk pembiayaan | Rahn (Gadai Syariah),

yang ditawarkan oleh pihak

Pegadaian  Syariah  Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Amanah, Arrun BPKP

dan Emas, Arrum Haiji.

Bagaimana mekanisme gadai

emas di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Proses gadai nasabah
datang langsung ke
Pegadaian Syariah,
nanti nasabah mengisi
formulir yang harus
diisi, terus

melampirkan identitas
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nasabah bisa seperti
KTP atau Paspor, terus
ke loket penaksiran

nanti kita akan taksir

dulu barang
jaminannya, dapatnya
berapa  nanti  kita

infokan ke nasabah,

nasabah setuju baru kita

transaksi ke akadnya
sampai dengan
penacairan uang
pinjaman.

Bagaimana proses penaksiran
gadai emas di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Sama dengan dengan

mekanisme gadai emas.

Kapad akad itu terjadi? Dan

bagaimana sebuah akad itu

berlangsung?

Akad semuanya rahn
Cuma bedanya tazili ,
ada yang kepemilikan
barang jaminannya kita
simpan, ada yang bukti
kepemilikan

(kalau

oarang jaminkan
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kendaraan dengan
kendaraannya ada juga
yang cuma BPKB) akad

dasarnya tetap rahn.

Bagaimana hak dan kewajiban
murtahin dalam transaksi gadai di
Pegadaian

Syariah ~ Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Hak nasabah menerima
uang pinjamannya terus
haknya barang jaminan

dijaga oleh pegadaian,

kalau kewajiban
pegadaian menjaga
barang jaminan

nasabah sampai dengan

akad jatuh tempo

Bagaimana proses penyimpanan
dan pemeliharaan barang jaminan
di Pegadaian Syariah Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Kita ada ruangan yang
di desain khusus yang
ada brankasnya

masing-masing.

Bagaimana bentuk tanggung

jawab di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Kalau emas rusak bisa

Kita perbaiki atau patri.
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C. Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Pewawancara : Aisyah Mawar Fajaria

Narasumber : Muhammad Ichlas

Waktu :09:30

Alamat : Jalan Ahmad Yani
No. Pertanyaan Jawaban
1. Apa saja bentuk pembiayaan

yang ditawarkan oleh pihak

Pegadaian  Syariah  Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Bagaimana mekanisme gadai

emas di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Nasabah tinggal bawa
emasnya sama KTP kita
Kita

taksir emasnya

kasih pinjamannya
sesuai tanda berapa

berat emasnya.

Bagaimana proses penaksiran
gadai emas di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Penaksiran ~ emasnya
sesuai standar berapa

karatnya sudah adanya.

Kapad akad itu terjadi? Dan

bagaimana sebuah akad itu

berlangsung?

Akad itu terjadi setelah
dil, sesuai permintaan
dan

hitungan  yang

disampaikan oleh
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pegadaian sama-sama
dil, dan pada waktu
itulah akad terjadi, akad
itu terputus setelah dia

melunasi

pembiayaannya.

Bagaimana hak dan kewajiban
murtahin dalam transaksi gadai di
Pegadaian

Syariah  Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Membayar pokok,
membayar registrasi di
depan, membayar biaya
simpan tergantung dari

barang taksiran barang

jaminan.

Bagaimana proses penyimpanan
dan pemeliharaan barang jaminan
di Pegadaian Syariah Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Kita simpan di bankas

khusus.

Bagaimana bentuk tanggung

jawab di Pegadaian Syariah

Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jika emas itu putus atau
rusak dari kesalahan
pihak Pegadaian kita

akan patrikan.
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HASIL WAWANCARA

JUDUL: PRAKTIK LALEANG BARANG JAMINAN GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PONTIANAK

Identitas Informan |

Nama - Yudha Priyanto

Tanggal : 25 Oktober 2021

Waktu :09:45

Jenis Kelamin - laki-laki

Jabatan : Pengelola Angunan

Lokasi Wawancara : Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak , Jalan
Ahmad Yani

Hasil Wawancara Informan I:
1. Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
Jawab: Rahn (gadai emas), elektonik, amanah (bpkb motor dan mobil),
arrum emas ( pakai perbulan).
2. Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad
Yani Pontianak?
Jawab: Nasabah membawa KTP untuk pertama kali, bisa juga paspor,
sekarang sudah terkoneksi ke Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil , bawa periasannya dan sekarang kita diwajibkan untuk
tranfer, karena disaat pandemi lebih aman kalau transfer,
mengurangi kontak langsung.
Orang yang pertama kali akan ditanya ini titipan, disuruh, atau

pribadi karena kita ada fromnya masing-masing. Barang
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jaminannya cacat atau patah Kita tulis disitu, kalau pribadi atau
secara langsung no HP, nama ibu kandung disitu langsung ditulis
perhiasannya apa (cincin, kalung, dll) jika fisingnya cacat nanti
dikasih tahu dan jika fisik cacat tidak mempernngaruhi taksiran api
terganting kadar emas.

3. Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Jawab:

4. Kapad akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung

Jawab: Akad itu terjadi apabila dia dan Kita taksir dan nasabah setuju apa
dengan nominal yang kita kalkulasikan, setelah kita taksir sesuai
dengan kadarnya jadi nasabah setuju dan Kita setuju terjadilah
akad, karena kalau itu nasabah tidak setuju bisa juga dan juga
terjadi tawar menawar bisa menambahkan naikkan harga taksiran
sebelum akad terjadi.

5. Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Hak nasabah itu terima uang dan kewajibannya membayar jasa
simpan atau melunasi dalam jangka waktu tertentu wajib
membayar. Jika belum bisa melunasi bisa perpanjang lagi, kita
kasih tahu jangan sampai terlelang dan jatuh tempo, jika terlelang
uang kelebihannya dikembalikan, jika sudah jatuh tempo kita

menghubungi nasabah.
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6. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak
Jawab: Pas sudah akad kita masaukkan ke dalam plastik namanya kantong
BJ kita klip. Kita simpan adayang gantung atau susun di brankas.
7. Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad
Yani Pontianak?
Jawab: Biasakan ada yang kita gosok awalnya bagus lalu putus,

tanggungjawab kita patri.

Identitas Informan 11

Nama : Imam Wahyudi

Tanggal : 03 November 2021

Waktu :09:30

Jenis Kelamin - laki-laki

Jabatan . Penaksir

Lokasi Wawancara : Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak , Jalan
Ahmad Yani

Hasil wawancara informan Il

1. Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
Jawab: Rahn (Gadai Syariah), Amanah, Arrum BPKP dan Emas, Arrum
Haji.
2. Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad

Yani Pontianak?
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Jawab: Proses gadai nasabah datang langsung ke Pegadaian Syariah, nanti
nasabah mengisi formulir yang harus diisi, terus melampirkan
identitas nasabah bisa seperti KTP atau Paspor, terus ke loket
penaksiran nanti kita akan taksir dulu barang jaminannya, dapatnya
berapa nanti kita infokan ke nasabah, nasabah setuju baru kita
transaksi ke akadnya sampai dengan penacairan uang pinjaman.

3. Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang

Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Sama dengan dengan mekanisme gadai emas.

4. Kapad akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung?

Jawab: Akad semuanya rahn Cuma bedanya tazili , ada yang kepemilikan
barang jaminannya kita simpan, ada yang bukti kepemilikan (kalau
oarang jaminkan kendaraan dengan kendaraannya ada juga yang
cuma BPKB) akad dasarnya tetap rahn.

5. Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Hak nasabah menerima uang pinjamannya terus haknya barang
jaminan dijaga oleh pegadaian, kalau kewajiban pegadaian
menjaga barang jaminan nasabah sampai dengan akad jatuh tempo.

6. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Kita ada ruangan yang di desain khusus yang ada brankasnya

masing-masing.
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7. Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad
Yani Pontianak?

Jawab: Kalau emas rusak bisa kita perbaiki atau patri.

Identitas Informan 11

Nama : Muhammad Ichlas

Tanggal . 17 November 2021

Waktu :09:30

Jenis Kelamin - laki-laki

Jabatan : Pimpinan Cabang

Lokasi Wawancara : Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak , Jalan
Ahmad Yani

Hasil Wawancara Informan 11

1. Apa saja bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian
Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?
Jawab: Rahn

2. Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad
Yani Pontianak?
Jawab: Nasabah tinggal bawa emasnya sama KTP Kita taksir emasnya kita

kasih pinjamannya sesuai tanda berapa berat emasnya.

3. Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang
Ahmad Yani Pontianak?
Jawab: Penaksiran emasnya sesuai standar berapa karatnya sudah adanya.

4. Kapad akad itu terjadi? Dan bagaimana sebuah akad itu berlangsung
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Jawab: Akad itu terjadi setelah dil, sesuai permintaan dan hitungan yang
disampaikan oleh pegadaian sama-sama dil, dan pada waktu itulah
akad terjadi, akad itu terputus setelah dia melunasi pembiayaannya.

. Bagaimana hak dan kewajiban murtahin dalam transaksi gadai di

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Membayar pokok, membayar registrasi di depan, membayar biaya
simpan tergantung dari barang taksiran barang jaminan.

. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan di

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak?

Jawab: Kita simpan di bankas khusus.

. Bagaimana bentuk tanggung jawab di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad

Yani Pontianak?

Jawab: Jika emas itu putus atau rusak dari kesalahan pihak Pegadaian kita

akan patrikan.
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Lampiran 4

DOKUMENTASI

Gambar 6 : 03 November 2021 Wawancara Bersama Bapak Imam Wahyudi Sebagai
Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

Gambar 7 : 25 Oktober 2021 Wawancara Bersama Bapak Yudha Priyanto Sebagai
Pengolah Agunan



Gambar 8 : 17 November 2021 Wawancara Bersama Bapak Muhammad Ichlas
Sebagai Pimpinan Cabang

Gambar 9 : 03 November 2021 Emas Yang Akan di Lelang
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Gambar 10 : Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn

Tangaal x

Tamgal ;

Jumlah R =

a Lel g |

2 R
= b
g ko ]
s = F"." i

i

i
H

E
b
=

Fean jual

Gambar 11 : Nota Transaksi Tunai Penjualan Lelang
Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pontianak

85



86

Lampiran 5

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/I11/2002
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Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/I11/2002
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